
 

ABSTRAK 

Banyak sekali perusahaan besar Di Indonesia yang memberi upah terhadap 

pekerjanya dibawah minimum sebagai salah satu permasalahan yang dikaji dalam 

skripsi ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 

474K/Pdt.Ssus-PHI/2018, yang dimana Penggugat (IPIN) diberikan upah dibawah 

minimum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Mengenai UMSK 

(Upah Minimum Sektoral/Kabupaten) oleh Terguggat (PT. Papa Jaya Agung). 

Dalam putusan ini penggugat mengajukan kekurangan upah dari tahun 2015 sampai 

dengan 2017 serta mengajukan pembatalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

secara sepihak karena penggugat sudah bekerja selama kurang lebih 6 tahun di 

perusahan Tergugat. Dengan ini penggugat sebagai pekerja merasa tidak ada 

keadilan karena hak penggugat di rampas. Dalam studi kasus putusan ini penulis 

melakukanٓpenelitianٓdenganٓjudulٓ“ٓAnalisisٓYuridisٓPerlindunganٓHukumٓBagiٓ

Pekerja Yang Mendapatkan Upah Dibawah Minimum Menurut Undang Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 ( Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 

474K/Pdt.Ssus-PHI/2018)”ٓdengan berumusan masalah perlindungan hukum bagi 

pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang menerima upah dibawah 

ketentuan upah minimum, tidak mendapatkan pesangon selama proses terjadinya 

perselisihan hubungan industrial pertimbangan hakim mengenai pemberian upah 

dibawah ketentuan upah minimal sectoral dalam Putusan Nomor 474K/ pdt-sus-

PHI/2018, dan Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang 

Mendapatkan Upah Dibawah Minimum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 

474K/PDT.SUS-PHI/2018)”ٓ dalamٓ persepektifٓ agamaٓ Islam. Dengan 

menggunakan metode penelitian normatif. Bahwasanya ada sumber data primer 

yang digunakan penulis yaitu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; Putusan Perkara PN Bandung Tingkat Pertama Nomor 

152/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg; Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 

474K/Pdt.Ssus-PHI/2018; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 Tentang ketentuan pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 

tentang Pengupahan,;Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2018 Tentang Upah 

Minimum 
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